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TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENERBITAN PERIZINAN
PADA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN

Menimbang :

Mengingat

TERPADU KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

bahwa tujuan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu
pintu di Kabupaten lampung Selatan adalah
mewujudkan sistemn pelayanan yang cepat, murah,
mudah, transparan, dan terjangkau bagi masyarakat
yvang akan mengurus perizinan untuk kelangsungan
usahanya;

bahwa dalam rangka tertib administrasi guna
mewujudkan perizinan yang sesuai dengan pelayanan
prima, maka perlu mengatur Standar Operasional
Prosedur (SOP) Penerbitan Perizinan;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas,
maka perlu menetapkan Peraturan DBupati tentang
Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerbitan
Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan Terpadu Kabupaten Lampung Selatan;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun
1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956,
Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Termnasuk Kota Praja
dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan
sebagal Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1821};

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas darm
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomoer 75 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
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12.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara {(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah ({Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96

Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011;



13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006
tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor
06 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan
Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung
Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung
Selatan Nomor 23 Tahun 2012 (Lembaran Daerah
Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2012 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung
Selatan Nomor 23);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR

OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENERBITAN
PERIZINAN PADA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN
LAMPUNG SELATAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.

2.

Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung
Selatan.

Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.

Badan adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan
Terpadu Kabupaten Lampung Selatan.

Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan Terpadu Kabupaten Lampung Selatan.

Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Selatan.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Lampung Selatan.

Kepala Bidang adalah Kepala Bidang Penataan Ruang pada Dinas
Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Selatan.

Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah
berdasarkan Peraturan Daerah atau Peraturan lainnya yang
merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya
seseorang atau Badan untuk melakukan usaha atau kegiatan
tertentu.
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12,

13.

14.

Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku
usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda
daftar usaha.

Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu adalah kegiatan
penyelenggaraan Perizinan vyang proses pengolahan dokumen
persyaratan, tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen
dilakukan secara terpadu satu pintu dan satu tempat.

Tim Teknis Koordinasi Bidang Perizinan adalah Tim Teknis Koordinasi
Bidang Perizinan Kabupaten Lampung Selatan.

Standar Operasional Prosedur yang selanjuinya disingkat SOP adalah
standar penerbitan perizinan yang memuat tentang prosedur tetap
penerbitan perizinan, standar biaya, standar waktu penyelesaian izin
serta prosedur pengajuan penanganan pengaduan.

Permohonan Perizinan Tertentu adalah Permohonan Perizinan dengan

jenis kegiatan/usaha yang dapat menimbulkan dampak signifikan
bagi masyarakat dan/atau lingkungan sekitarnya.

Pasal 2

SOP Penerbitan Perizinan pada Badan tercantum dalam Lampiran dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

(1)

(2)

3)

Pasal 3

Sebelum Permohonan Perizinan diterbitkan harus dibahas dan
mendapatkan rekomendasi persetujuan dari Tim Teknis Koordinasi
Bidang Perizinan.

Tim Teknis Koordinasi Bidang Perizinan sebelum mengeluarkan
rekomendasinya dapat meminta persyaratan tambahan kepada
pemohon izin seperti Dokumen AMDAL, UKL/UPL dan Dokumen
ANDALALIN dengan mempertimbangkan dampak yang dapat timbul
akibat berdirinya usaha/kegiatan terhadap masyarakat dan
Lingkungan sekitarnya.

Prosedur permchonan dan penerbitan Rekomendasi Tim Teknis
Koordinasi Bidang Perizinan sebagai salah satu syarat penerbitan Izin
Tertentu adalah sebagai berilaut :

a. paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah menerima berkas
permohonan dari pemohon, maka Kepala Bidang melalui Kepala
BPMPPT membuat surat permohonan kepada Tim Teknis
Koordinasi Bidang Perizinan untuk penjadwalan rapat Tim Teknis;

b. paling lambat 7 ({tujuh) hari kerja setelah menerima surat
permohonan dari Kepala Badan, Tim Teknis Koordinasi Bidang
Perizinan harus melakukan pembahasan permohonan izin serta
membuat keputusan rekomendasi yaitu menerima atau menolak
permchonan izin yang disampaikan kepada Kepala Badan;

¢. paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah terbit rekomendasi Tim
Teknis Koordinasi Bidang Perizinan, Kepala Badan segera



(1)

(2)

(1)

(2)

memberitahukan hasil rekomendasi Tim Teknis Koordinasi Bidang
Perizinan kepada pemohon;

d. permohonan izin yang ditetapkan oleh Tim Teknis Koordinasi
Bidang Perizinan harus dilengkapi dengan dokumen AMDAL,
UKL/UPL dan ANDALALIN selanjutnya proses penerbitan izin
diteruskan apabila dokumen telah dipenuhi oleh pemohon; dan

e. izin diterbitkan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah
diterimanya dokumen lengkap dari pemohon.

Pasal 4

Jenis kegiatan/usaha diluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (2) yang tidak menghasilkan limbah cair berbahaya, cukup
membuat Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL).

Badan dapat meminta persyaratan tambahan kepada pemohon izin
seperti surat pernyataan atau persyaratan lainnya dengan
mempertimbangkan dampak yang dapat timbul akibat berdirinya
usaha/kegiatan terhadap masyarakat dan ingkungan sekitarnya.

Pasal 5

Permohonan perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (2) serta bangunan selain fungsi hunian dengan luas > 300 M2
(tiga ratus meter persegi} pengesahan gambarnya dilakukan oleh
Dinas.

Prosedur pengesahan gambar pada Dinas adalah sebagai berikut:

a. 2 (dua) hari kerja setelah diterbitkan Rekomendasi dari Tim Teknis
Koordinasi Bidang Perizinan, maka kepala Badan meneruskan
Surat Permohonan kepada Kepala Dinas untuk pengesahan
gambar;

b. paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya surat
permohonan pengesahan gambar dari Kepala Badan, maka Kepala
Dinas harus menyerahkan pengesahan gambar kepada Kepala
Badan; dan

c. apabila sampai batas waktu yang ditentukan, Kepala
Dinas tidak menyerahkan pengesahan gambar, maka Dinas
dianggap telah menyetujui dan pejabat yang menangani izin pada
Badan dapat mengesahkan gambar sebagai pengganti pengesahan
dari Dinas.

Pasal 6

Seluruh izin yang diterbitkan oleh Badan akan ditembuskan kepada
Dinas/Instansi terkait yang berkepentingan.

Pasal 7

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka semua Peraturan yang
mengatur hal yang sama dan/atau bertentangan dengan Peraturan ini
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 8

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini, sepanjang
mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan
Bupati.

Pasal 9
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat rnengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal i& aye+ 2013

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

RYCKO MENOZA SZP
Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 2013

SEKRETARIS DAERAH\KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

ISH.’K

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2013 NOMOR
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LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : Q0.4 TAHUN 2013
TANGGAL : | Wapet 2013

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR {SOP) PENERBITAN PERIZINAN

1.

PADA BADAN PENANANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

PENDAHULUAN

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemenntahan Daerah yang telah memberikan peluang yang besar
kepada Daerah untuk melakukan inovasi mengatur dan membuat
berbagai kebijakan pembangunan serta peningkatan kualitas
pelayanan umum kepada masyarakat sehingga pelayanan yang
dibertkan kepada masyarakat benar-benar merupakan pelayanan
yang prima.

Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan prima dari Aparatur
Pemerintah merupakan keharusan karena merupakan manifestasi
dari Aparatur Pemerintah selaku abdi masyarakat dan abdi negara,
selain itu arus globalisasi dan persaingan pasar bebas serta tuntutan
dunia bisnis yang semakin liberal menginginkan adanya berbagai
kemudahan dalam melakukan investasi usaha, khususnya dalam
pengurusan seluruh perizinan yang dapat dilakukan dalam satu
wadah { One Stop Service ).

Sejalan dengan itu Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan
telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2012 tentang
Perubahan ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung
Selatan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan
Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan dan
Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomeor 15.b Tahun 2007 tentang
Pedoman Pelayanan Umum Perizinan Pada Kantor Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Lampung Selatan sebagai implementasi dari
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dengan
terbentuknya sistem pelayanan terpadu satu pintu diharapkan dapat
meningkatkan kinerja dan  citra  Aparatur  Pemenntah,
menyederhanakan birokarsi, peningkatan mutu pelayanan kepada
masyarakat dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Disamping itu agar sistem dan prosedur pelayanan dan penerbitan
Perizinan pada Badan Penananaman Modal dan Pelayanan Perizinan
Terpadu dapat berjalan dengan maksimal dan terkoordinir, maka
diperlukan standar pelayanan yang akan menjadi acuan bagi pihak
yang melaksanakan.



II. LINGKUP KEGIATAN

Lingkup kegiatan pemberian izin meliputi :

1. Pendaftaran Penanaman Modal;

2. Izin Prinsip Penanaman Modal;

3. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
4. 1zin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
5. lzin Usaha Penanaman Modal;

6. lzin Usaha Perluasan Penanaman Modal;
7. lzin Usaha Penggabungan/Marger Penanaman Modal; dan
8. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal.
9. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);

10. Surat Izin Tempat Usaha (SITU)/Izin Gangguan (HO);
11. Izin Merk;

12. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);

13. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);

14. Izin Usaha Industri (IUI);

15. Tanda Daftar Industri (TDI));

16. Tanda Daftar Gudang {TDGJ;

17. Izin Usaha Perikanan (IUP);

18. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP)

19. Izin Usaha Toko Modern (IUTM)

20. Surat Izin Usaha Kepaniwisataan (SIUK]J;
21. Surat Izin Penggunaan Air tanah (SIPAJ;
22. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi { SIUJK};
23. Izin penimbunan bahan bakar;

24. Izin Pemasangan Reklame;

Lingkup kegiatan yang termasuk dalam kesatuan izin tertentu adalah
sebagai berikut :

[
NO. JENIS USAHA/KEGIATAN KLASIFIKASI
1 | Mendirikan Pusat Mall, Hyper Market, Pasar
Perbelanjaan/Pasar Modern Swalayan, Toko Modern
2 | Mendirikan Hotel Senua Kriteria
3 | Mendirikan Rumah Sakit Semua Type
4 | Mendirikan Tower/Menara BTS/backbone
5 | Mendirikan SPBU Semua Type
6 | Usaha Industn Skala besar & menengah
7 | Mendirikan Gudang Luas > 1.000 M2
8 | Mendirikan Perumahan Luas > 1 Ha
9 | Pembangunan Pelabuhan Semua Jenis Pelabuhan
10 | Pertokoan/Perkantoran > 5 Pintu
(RUKQ/RUKAN)]
11 | Usaha Pariwisata Luas > 1 Ha
12 [ Sekolah/Perguruan Tinggi/Kantor Luas Bangunan > 1.000 M2
| 13 | Gedung Serba Guna {GSG) Luas Bangunan > 1.000 M2




III. PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN PADA BADAN PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN
LAMPUNG SELATAN

1.

Pemohon datang ke Kantor Badan Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lampung Selatan;

Pemohon datang ke petugas informasi/costumer service atau
dapat langsung menuju petugas pendaftaran untuk memperolch
formulir pengajuan/permohonan izin;

Setelah pemohon menerima formulir, pemohon mengisi formulir
permohonan dan melengkapi persyaratan;

Petugas pendaftaran memeriksa kelengkapan berkas :

- Apabila lengkap, berkas permohonan diagendakan dan
pemohon diberi resi penerimaan berkas, selanjutnya berkas
permohonan dikirim ke bagian proses;

- Apabila tidak lengkap, berkas dikembalikan kepada pemohon.

Bagian Pendaftaran perizinan mempelajari berkas permohonan,

dengan 3 (tiga) alternatif keputusan :

a. terhadap permohonan izin yang tidak memerlukan pemeriksaan
lapangan, maka berkas dapat langsung diproses pada tahap
selanjutnya;

b. terhadap permohonan izin yang memerlukan pemeriksaan
lapangan, maka akan dilakukan pemeriksaan lapangan olch
petugas BPMPPT; dan

c. terhadap permohonan izin tertentu serta permohonan izin yang
dapat menimbulkan dampak yang signifikan bagi masyarakat
ataupun lingkungan seckatarnya, maka akan dilakukan
peninjauan lapangan dengan pembahasan oleh Tim Teknis
Perizinan dan/atau Tim Teknis Koordinasi Perizinan.

a. terhadap permohonan izin yang dibahas oleh Tim Teknis
Perizinan maka Tim melaksanakan pemeriksaan lapangan dan
rapat pembahasan, selanjutnya Tim Teknis pernizinan
menylapkan:

1. berita acara rapat;

2. rekomendasi tim teknis perizinan; dan

3. apabila berdasarkan rekomendasi tim teknis permohonan
dapat diterima, maka proses dilanjutkan ke tahap
berikutnya dan apabila ditolak maka akan diberikan surat
penclakan.

b. terhadap permohonan izin yang dibahas oleh Tim Teknis

Koordinasi Perizinan, maka :

1. Kepala Bidang melalui Kepala Badan membuat surat kepada
sckretariat Tim Teknis Koordinasi Perizinan Kabupaten
Lampung Selatan untuk penjadwalan waktu, tempat dan
pembahasan;

2. Rekomendasi Tim Teknis Koordinasi Perizinan;

3. Apabila berdasarkan rckomendasi Tim Teknis Koordinasi
Penizinan permohonan dapat diterima maka proses
dilanjutkan ketahap selanjutnya dan apabila ditolak maka
akan dibuatkan surat penolakan.



7. Bidang Perizinan menetapkan retribusi dan pencetakan Surat

Keterangan izin;

8. Proses pemeriksaan dan paraf oleh Kepala Bidang dan Sekretaris

serta penandatanganan izin oleh Kepala Badan;

9. Pemberitahuan kepada pemohon bahwa dokumen izin telah selesai

diproses disertai informasi besarnya retribusi yang terutang;

10.Pemohon membayar retribusi ke loket pembayaran /kasir/bank;

11.Pemohon menyerahkan resi pembayaran retribusi melalui loket
penyerahan izin, selanjutnya petugas menerima resi pembayaran,
melakukan registrasi izin (pencatatan, penomoran dan pengarsipan)
dan penyerahan izin kepada pemohon.



PROSEDUR TETAP 10 (SEPULUH) LANGKAH PENANGANAN DAN
WAKTU PENYELESAIAN BERKAS PERMOHONAN IZIN

. Langkah Pertama :

a. pemohon datang ke kantor BPMPPT;

b. petugas informasi/costumer service dan/atau petugas pendaftaran
wajib memberi salam serta harus berpenampilan menarik, ramah,
sopan dan dapat membenikan informasi yang dibutuhkan oleh
pemohon berkaitan dengan pengurusan perizinan;

c. petugas pendaftaran harus menyediakan formulir permohonan izin
dan menjelaskan dengan rinci tata cara pengisian formulir
permohonan kepada pemohon;

d. petugas pendaftaran mempersilahkan pemohon mengisi formulir
permohonan dan melengkapi persyaratan sesuai ketentuan;

e. petugas pendaftaran memeriksa daftar isian formulir permohonan
dan kelengkapan berkas persyaratan perizinan serta apabila ada
hal-hal yang belum jelas dan meragukan, petugas berkoordinasi
dengan petugas verifikasi

f. petugas verifikasi memeriksa kelengkapan berkas yang terdiri :

- Apabila lengkap, berkas permohonan diagendakan oleh petugas
pendaftaran dan pemohon diberi tanda terima berkas,
selanjutnya berkas permohonan diparaf oleh petugas
pendaftaran pada kartu kendali dokumen izin; dan

- Apabila tidak lengkap, petugas pendaftaran mengembalikan
berkas kepada pemohon.

g. petugas pendaftaran memberi salam dengan ramah dan sopan.

(langkah pertama dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) hari kerja

Langkah Kedua :

a. kabid Perizinan memerintahkan petugas Loket untuk memproses
berkas-berkas;

b. bagian Loket meneliti dan mempelajari berkas permohonan dan
memilahnya menjadi 3 (tiga) alternatif Keputusan yaitu sebagai
berikut:

1. terhadap permohonan izin yang tidak memerlukan pemeriksaan
lapangan, maka berkas dapat langsung diproses pada tahap
selanjutnya;

2. terhadap permocohonan izin yang memerlukkan pemeriksaan
lapangan maka akan dilaksanakan pemeriksaan oleh petugas
dari Badan;

3. terhadap permohonan izin tertentu serta permohonan izin yang
dapat menimbulkan dampak yang signifikan bagi masyarakat
maupun lingkungan sekitarnya, maka akan dilaksanakan
peninjauan lapangan dan pembahasan oleh Tim Teknis
Perizinan dan/atau Tim Teknis Koordinasi Perizinan.

c. terhadap berkas permohonan izin yang tidak memerlukan
pemeriksaan lapangan, maka dalam 2 (dua) hari kerja petugas
Loket meneruskan berkas permohonan kepada Koordinator Loket
setelah dikoordinasikan dan disetujui oleh Kabid perizinan;

d. terhadap alternatif sebagaimana dimaksud pada angka 2 maka
petugas Loket memerintahkan petugas lapangan Badan untuk
melaksanakan pemeriksaan lapangan dan melaporkan hasil kepada
Kabid Perizinan dalam waktu 3 (tiga) hari kerja yang ditnangkan
dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Lapangan. Apabila tidak ada
masalah, maka Kabid Perizinan memerintahkan bagian Loket untuk
memproses ketahap selanjutnya dan apabila berdasarkan hasil
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pemeriksaan lapangan ada pelanggaran, maka dalam waktu 2 (dua)
hari kerja Kabid Perizinan memerintahkan Bagian Loket Perizinan
untuk membuat surat penolakan;

e. terhadap alternatif sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 3,
paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permchonan,
maka Kabid Perizinan memerintahkan Bagian Loket untuk
membuat surat undangan yang ditandatangani oleh Kepala Badan
yang dituyjukan kepada anggota Tim Teknis Perizinan dan membuat
surat pengantar yang ditandatangani oleh Kepala BPMPPT yang
ditujukan kepada Sekretariat Teknis Koordinasi Perizinan untuk
diadakan rapat dan pembahasan.

Langkah Ketiga

a. terhadap permohonan izin yang dibahas oleh Tim Teknis Perizinan,
maka Kabid Perizinan memerintahkan Kasubbid yang menangani
Perizinan bersama Tim melaksanakan pemeriksaan lapangan.
Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan, maka dilaksanakan
Rapat Pembahasan Tim Teknis Perizinan dan berdasarkan hasil
rapat dibuat :

1. Berita acara rapat;

2. Rekomendasi Tim Teknis Perizinan; dan

3. Apabila berdasarkan rekomendasi Tim Teknis permohonan dapat
diterima maka proses dilanjutkan ketahap selanjutnya dan
apabila ditolak maka dibuatkan surat penolakan.

b. terhadap permohonan izin yang dibahas oleh Tim Teknis Koordinasi
Perizinan, maka Kabid Perizinan memerintahkan Kasubbid yang
terkait Perizinannya untuk mempersiapkan bahan rapat berupa
gambar situasi dan tata letak. Berdasarkan pembahasan Tim
Teknis Koordinasi Perizinan Kabupaten Lampung Selatan, maka
dikeluarkan:

1. Rekomendasi dari Tim Teknis Koordinasi Perizinan;

2. Apabila berdasarkan rekomendasi Tim Teknis Koordinasi
Perizinan permohonan izin diterima, maka proses dilanjutkan
pada proses selanjutnya dan apabila ditolak maka dikeluarkan
surat penolakan;

(pemeriksaan lapangan dan rapat pembahasan Tim Teknis Perizinan
dan atau Tim Teknis Koordinasi Perizinan dilaksanakan dalam waku 7
{tyjuh) hari kerja).

Langkah Keempat :

Berdasarkan rekomendasi Tim Teknis Perizinan dan atau Tim Teknis
Koordinasi Perizinan, maka Kabid Perizinan paling lambat 2 (dua) hari
kerja terhadap permohonan izin yang ditolak, maka dikeluarkan Surat
penolakan dan terhadap izin yang diizinkan dengan syarat, maka
dikeluarkan surat pemberitahuan kepada pemohon perihal
persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon.

Langkah Kelima :

a. apabila semua persyaratan telah dipenuhi, terhadap permohonan
perizinan tertentu yang dibahas oleh Tim Teknis Koordinasi
Perizinan dan/atau Tim Teknis Perizinan serta bangunan selain
fungsi hunian dengan luas > 300 M2 maka paling lambat 2 (dua)
hari kerja Kabid Perizinan memerintahkan Koordinator Loket untuk
membuat surat pengantar yang ditandatangani oleh Kepala Badan



vang ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum untuk
pengesahan gambar;

. apabila sampai 7 (tujuh) hari kerja Kepala Dinas Pekerjaan Umum

tidak mengesahkan gambar, maka dalam waktu 1 (satu) hari kerja
gambar disahkan oleh pejabat BPMPPT (petugas lapangan,
Koordinator Loket perizinan dan Kabid perizinan); dan

. setelah menandatangani pengesahan gambar, Koordinator Loket

perizinan membubuhkan paraf pada kartu kendali dokumen
permohonan izin dan meneruskan berkas ke tahap selanjutnya.

Langkah Keenam :

a.

b.

kabid Perizinan memerintahkan Koordinator Loket untuk
penetapan retribusi dan peneetakan blanko Surat Keterangan izin;
paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah menerima berkas izin
Koordinator Loket memerintahkan petugas penetapan untuk
menghitung besaran retribusi dan petugas pencetakan blanko
Surat Keterangan izin untuk mengetik blanko izin;

. paling lambat 1 (satu} hari kerja setelah blanko izin selesai diketik

dan dibuat storting retribusi, maka Koordinator Loket memeriksa
berkas kemudian membubuhkan paraf koordinasi pada blanko
Surat Keterangan izin dan membubuhkan paraf pada lembar
disposisi kartu kendali dokumen permohonan izin kemudian
meneruskan berkas dikirimkan kepada Kabid Perizinan.

Langkah Ketujuh :

a.

setelah menerima berkas permmohonan izin, maka Kabid Perizinan
memeriksa kelengkapan persyaratan izin dan kebenaran pengetikan
blanko izin serta kebenaran pembuatan retribusi di dalam storting;

.apabila terdapat kekeliruan dalam pengetikan dan penentuan

retribusi terutang, maka berkas dikembalikan pada Koordinator
Loket untuk diperbaiki dan apabila tidak ada kekeliruan, maka
paling lambat 1 (satu) hari kerja Kabid perizinan telah
membubuhkan paraf koordinasi pada blanko Surat Keterangan izin
serta membubuhkan paraf pada lembar disposisi kartu kendali
dokumen permohonan izin untuk selanjutnya diteruskan kepada
sekretaris.

Langkah Kedelapan :

a.

setelah menerima berkas permohonan izin, maka sekretaris
memeriksa kelengkapan persyaratan izin dan kebenaran pengetikan
blanko izin serta kebenaran pembuatan storting retribusi;

.apabila terdapat kekeliruan dalam pengetikan dan penentuan

retribusi terhitung, maka berkas dikembalikan kepada Kabid
Perizinan untuk diperbailid dan apabila tidak ada kekeliruan, maka
sekretaris paling lama 1 (satu) han kerja telah membubuhkan paraf
koordinasi pada blanko Surat Keterangan izin serta membubuhkan
paraf pada lembar disposisi kartu kendali dockumen permohonan
izin untuk selanjutnya diteruskan kepada Kepala Badan untuk
penandatanganan Surat Keterangan izin.

Langkah Kesembilan :

a.

setelah menerima berkas permohonan izin maka Kepala Badan
memeriksa kelengkapan persyaratan dan kebenaran pengetikan
blanko Surat Keterangan izin serta kebenaran pembuatan storting
retribusi.



b. apabila terdapat kekeliruan dalam pengetikan dan penetapan

retribusi terhutang maka berkas dikembalikan lagi ke Kabid
Perizinan untuk diperbaiki dan apabila tidak ada kekeliruan maka
Kepala Badan dalam waktu 1 (satu) hari kerja menandatangani
blanko Surat Keterangan izin.

0.Langkah Kesepuluh :

a.

setelah Surat Keterangan izin ditandatangani oleh Kepala Badan

maka berkas permohonan izin dikembalikan kepada Kabid
Perizinan;

.kabid perizinan memerintahkan petugas penomoran untuk

menyimpan berkas permohonan izin dan menyerahkan storting
retribusi izin kepada petugas pengambilan izin;

. apabila pemohon datang untuk mengambil izin maka petugas

pengambilan izin menyerahkan storting retribusi izin dan
mempersilahkan pemohon untuk membayar retribusi kepada
Bendahara Penerima BPMPPT;

.apabila pemohon telah membayar refribusi 1izin dengan

menunjukkan bukti setor kepada petugas pengambilan izin maka
petugas pengambilan izin menyerahkan bukti setor kepada petugas
penomoran,

. setelah menerima bukti setoran retribusi maka dalam waktu paling

lama 1 (satu} jam petugas penomoran segera memberi nomor
kepada blanko Surat Keterangan izin dan menyerahkannya kepada
petugas pengambilan izin;

petugas pengambilan izin segera menyerahkan Surat Keterangan
izin kepada pemohon disertai dengan tanda terima penyerahan
Surat Keterangan izin;

. setelah menyerahkan Surat Keterangan izin petugas mengambilan

izin memberi salam kepada pemohon dengan ramah dan sopan;

. petugas penyecrahan izin segera menyerahkan berkas permohonan

izin kepada petugas arsip.



DASAR HUKUM PERSYARATAN DAN MEKANINISME PELAYANAN UMUM PERIZINAN
DI BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Womor 27 Tahun 2008 Tentang Pelayanan
Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman
Modal

« Peraturan Kepala Baden Koordinasi
Penanaman Modat Nomor 12 Tahun 2008
Tentang Pedoman dan Tala cara
Permononan Penanaman Modal

3. Fotokopi Pengesahan Alta Perusahaan
dari Menteri Hukum dan HAM
4. Fotokopi NFWP

Keterangan Rencana Kegiatan
1. Usmian proses produlesi yang
mencantumkan  jenis bahan  baku

dilengkapi diagram alir / lowchart

2. Uraien Kegiatan Useha untuk sektor jasa
Rekomendasi dari Ilnstansi Pemerintahen
terkait bila dipersyaratkan.

Permohonan yang tidek secara langsung oleh
Pemohon ke BPMPFT Lampung Selatan
harus dilengkapi Surat Kuasa Asli, dengan
bermaterai cukup.

MASA
No | JENIS PERIZINAN DASAR HUKUM PERSYARATAN MEKANISME/PROSEDUR/TATA | gyrgirgar WAKTU BERLAKU
CARA PENYELESLAN 1ZIN
1 Pendaftaran » Undang-undang Republik Indonesia Nomor Bukti Diri Pemehon 1. Pengajuan berkas permohonan di | Non Retribusi 3 hari kerja Selama
Penanaman Moral 1. Fotokopi pendaftaran bagi Usghe yang laket pelayanan; Perusahaan
25 Tahun 2007 Tentang Penanarman Modal telah melekukan pendaftaran 2.  Pemeriksaan Berkas; Berdiri
) ) ) 2. Foiokopi Akta Pendirian Perusahasn dan | 3. Pemeriksaan Lokasi /Lapangan;
¢ Peraturan Presiden Rapublik Indonesia Perubahannya 4. Proses surat [zin;
Nomor 27 Tahun 2008 Tentang Pelayanan 3. mlﬁpi Pel;{geizhm:l Ak‘taHAMPtruaahaan 5. Penyerahen Surat Izin
; .- i Menteri Hukum dan
Largaldu Satu Pintu di Bidang Penanaman 4. Fotokopi NEWP
ooa Keteremgen Rencana Kegiatan
1. Uraian proses produlbesi yang
e Peraturan  Kepala Badan  Koordinasi mencantumkan jenis bahen  baku
Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009 dilengkapi diagram alir / flowchart
Tentan Pedoman dan Tata cara 2. Uraian Kegiatan Usaha untuk sektor jasa
9 Rekomendasi dari Instansi Pemerintahan
Permohonan Penanaman Modal terkait bila dipersyaratkan.
Permohonan yang tidak secara langsung oleh
Pemohon ke BPMPPT Lampung Selatan
harus dilengkapi Surat Kuasa Asli, dengan
bertmaterai cukup.
2 1zin Prinsip » Undang-undang Republik Indonesia Nomor Bukti Diri Pemohon 1. Pengajuan berkas permohonan di | Non Retribusi 3 hari kerja Selama
Penanaman Modal 1. Fotokepi pendaftaran baegi Usaba yang loket pelayanan; Perusahaan
| 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal telah melekukan pendaftaran 2. Pemeriksaan Berkas; Berdiri
. 2. Fotokopi Akta Pendirian Perusshaen dan | 3. Pemeriksaan Lokasi /Lapangan;
« Peraturan  Presiden Republik Indonesia Perubahannya 4. Proses surat Izin;
5. Penyerahan Surat Izin




Izin Prinsip
Perubahan
Penanamen Modal

» Undang-undang Republik Indonesia Nomor
25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

e Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pelayenen
Terpadu 3atu Pintu di Bidang Penanarnan
Modal

» Peraturan  Kepala Badan  Koordinasi
Penaneman Modal Nomor 12 Tahun 2009
Tentang Pedoman dan Tata cara
Permohonan Penanaman Modal

1. Fotokopi Izin Prinsip/lzin Prinsip Perluasan
yang dimchonkan Perubahannya.

2. Fotokopi Akta Pendirian dan Perubahannya,
dilenghapi dengen Pengesahan deri Menteri
Hukum dan HAM,

3. Untuk Perubshen dibideng usaha dilenghapi
dengan :

8. Keterangan Rencana Kegiatan, berupa
uraian uraian proses produksi yeng
mencantumkan jenis bahen baku dan
dilengheapi dengan diagram
aliv /flowchart.

b. Rekomendasi dari Instensi Pemerintahan
Terkait, bila dipersyaratkan.

4, Untuk Perubahan penyertaan dalam modeal
persercan dilengkapi dengan :

8. Kesepakatan para pemegang saham
tentang perubahan penyertasn dalam
modal perseroen, dalam bentuk :
Fotokopi  Risaleh  RUPS/Keputusan
Sirkulasi yeng ditendatangani oleh
seluruh pemegang saham dan telah
dicatat/didaftarkan oleh Notaris, atau
Fotokopi Pernyataan Keputusan
Rapat/Berita Acara Rapat dalam bentuk
Alcta Notaris.

b. Bulti Diri Pemegang Saham Baru, delam
bemtul :

» Fotohopi Akta Pendifen dan
Perubghannya dengan pengesahan
dari Menteri Hukum dan HAM, serta
Fotokopi NFWP bagi Badan Hukum
Indonesia.

s Fotokopi Kartu Tenda Penduduk
(KTP) yang masth berlalon serta NPFWP
bagi perorangan WHNA.

s Fotokopi Pasport yang masih berlaku
bagi perorangan WHA

» Fotohopi Akta Pendirien dan
Terjermahannya dalam Bahaga
Indonesia atau Baheea bagi Badan
Hukum Asing.

¢. Kronologis pemyataan dalam modal
perseroan  sejak pendirien perusshasn
sampai dengan permobonan terakhir

d. Fotokopi Leporen Kegiaten Penenamen
Model (LKPM) periode terakhir.

b LN

Penggjuan berkas permohonan di
loket pelayanen;

Pemeriksaan Berkas;
Pemeriksaan Lokasi /Lapeangen;
Proses surat [zin;

Penyerahan Surat Izin

Non Retribusi

3 hari kerja

Selama
Perusahaan
Berdiri




e. permohonan ditandatengani diatas
materai cukup oleh dircksi Perusahaan
dilengkapi

f. Surat Kuasa bermaterai cukup untuk
pengurusan permchonan yang tidak
dilakukan secara langsung oleh Direksi
Perusahaan.

Izin Prinsip
Perluasan
Penanaman Modal

» Undang-undang Republik Indonesia Nomor
25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

s Paraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 27 Tahun 2008 Tantang Pelayanan
Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman
Modal

s Peraturan Kepala Badan  Koordinasi
Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009
Tentang Pedoman dan Tata cara
Parmohonan Penanaman Modal

(]

Fotokopi lzin Usaha aten Laporan Hasil
Pemeriksaan (LHP)

Fotokopi [z Prihsip Penanaman Modal atau
Perubahan.

. Fotokopi Akta Pendirian dan Perubahannya

dilengkapi dengan pengesahan deri Menteri

Hulum dan HAM.

Keterangan Rencana Kegiatan berupa !

a. Keterangan rencana kegiatan, berupa
uraian proses produksi jenis bahan bakn
dan dilenghkapi dengen diagram alir /
flowchart

b. Uraian Kegiatan Usaha Sektor Jasa

Dalam hal terjadi perubahan penyertasn

dalam medal perseroan yang mengakibatkan

terjadinya perubehan prosentase sgham
asing, pernsahaan harus menyampeikan :

A Kesepakatan  perubahan  komposisi
saham eantara asing Fotokopi Risalah
RUPS/Keputusan Sirkulasi yang ditanda
tangeni oleh seluruh Pemegang Saham
dan telah dicatat aleh Notaris.

b. Bukti diri Pemegang Saham baru, dalam
bentuk :

1. Fotokopi Pendirian dan Pernbahannya
dengan FPengesshan darn Menten
Hulkum HAM serta Fotokopi NPWP
bagi Badan Hulum Indonesia.

2. Fotolkopi Kartu Penduduk [ KTP )
yang magh berlaku serte NWP bagi
perorang WHI.

3. Fotokopd Pasport yang masih berlaku
bagi perorang WNA.

4, Fotokopi-Fotokopi pendirian  dan
terjemahannya dalam Bahasa
Indaonesia arau Bahasa [nggris.

c. Kronologis penyertaan dalam modal
perservant f¢jek pendirian perusahesn
sampai dengan permohonan terakhir,

-

ik

Pengajuan berkas permohonan di
loket pelayanan;

Pemeriksaan Berkas;
Pemeriksaan Lokasi /Lapangan;
Proses surat lzin;

Penyerahan Surat [zin

Non Retribusi

3 hari kerja

Selama
Perusahaan
Berdiri




Rekomendasi darn Instansi Pemetintah
Terkait.

Laporan Kegiatan Penanaman Madal { LKPM
}

Permohonan ditandaetangani diatas materai
cukup oleh Direksi Perusshaan dilengkapi
Surat Kuasa bermatermi cukup untuk
pengurusan permchonan  yang  tidak
dilalukan secara langsung oleh Direlsi
Perusahasan.

Izin Usaha
Penanaman Modal

» Undang-undang Republik Indonesia Nomor
25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

» Peraturan Presiden Republk Indonesia
Nomer 27 Tahun 2008 Tentang Pelayenan
Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman
Modal

» Peraturan  Kepala Badan Koordinasi
Penanaman Modal Nemar 12 Tahun 2009
Tentang Pedoman dan Tata cara
Permohonan Penanaman Modal

=

=

Laporan Hasil Pemeriksaan Proyek yang
ditandatangani oleh Tim Pelaksana LHP,
Khusus bagi kegitan usaha  yang
memerlukan fasilitas bea masuk atas import
barang dun bahun.

Fotakopi akta pendirian dan pengesahen
serta akte perubabarn dan pengesahan dari
Departemen Hulum dan HAM,

Fotokopi pendaftaran Penansman Modal [/
Izin Pringip Penanamen Modal / Iein Prinsip
Perluesan Penanaman Modal [/ Surat
Persetujuan Penanemen Modal / Izin Usaha
dan Atau Surat Persetujuan Perluasan
Penanaman Modal / Izin Usaha Perluasan
yang dimilild.

Fotokopi NPWP

Buktl Penguasaan/ Penggunaan Tangh ataa

nema Perusahasn,

a. Fotokopi Sertiflikat Hak atas tansh atau
alra jual beli tanah oleh PPAT

b. Fotokopi Perjanjian Sewa menyewa

tanah,
Bukti Penguasasn/Penggunaan
Bangunan.
a. Fotokopi
(IMB)
b. Fotokopi Akta Juel beli / Perjanjian sewa
menyewa gedung / bangunan.
Fotokopi lzin Gangguan {UUG/HO) atan
Fotokopi Surat Izin Tempat Usaha (S1TU)
Fotokopi Laporan Kegiatan Penanaman Modgl
(LKPM) senester akhir.
Fotakopi persetujuan / pengesahan Analisis
mengenai dampak lingkungan (AMDAL) atau
Fotokopi persetujauan/pengesahan
dokumen UKL/dan UPL,

gedung/

Izin Mendirkkan Bangunan

NP

Pengajuan berkas permahonan di
loket pelayanan;

Pemeriksann Berkas;
Pemeriksann Lokasi /Lapangan;
Proses surat Izin;

Penyerahan Surat Izin

Non Retribusi

3 hari kerja

Selama
Perusahaan
Berdiri




10. Persyaratan sebagaimana diatur dalam
peraturan instansi teknis terkait / atau
perda setempat,

11. Permohonan di tandatangani diates materai
cukup oleh direksi perusahaan.

12. Surat Kuase bermnaterai cukup untuk
pengurusan  permohonan  yeng  tidak
dilakukan secara langsung oleh direksi
perusahaan.

lzin Usaha
Perluasan
Penanaman Modal

¢ Undang-undang Republik Indonesia Nomor
25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

» Poraturan Presiden Republik indonesia
Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pelayanan
Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman
Modal

e Peraturan  Kepala Badan  Koordinasi
Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009
Tentang Pedoman dan Tata csara
Permohonan Penanaman Modal

1. Fotokapi lzin Usaha atau Laporan Haesil
Pemeriksaan (LHP)

2. Fotokopi lzin Penenaman Modal atau
Perubahan,

3. Fotokapi Akta Pendirian dan Perubahannya
dilenghapi dengen pengesahan dari Menteri
Hulum dan HAM,

4, Xeterangan Reneana Kegiatan berupa :

8. Keterangan rencana kegiatan, berupa
uraian proses produks jenis beahean baku
dan dilengkapi dengen diagram alir /
flowchart

b, Uraian Kegiatan Usaha Bektor.Jasa

5. Dalam hal terjadi perubahan penyertasn
dalam modal persercan yang mengakibatken
terjadinya perubahan prosentgse saham
asing, perusahaan harus menyampaikan :

8. Kesepakatan  perzbahen  komposigi
sgharm sntara asing Fotokopi Rizalgh
RUPS/Keputusan Sirkulasi yang ditanda
tangari oletl seluruh Pemegang Saham
dan telah dieatat oleh Notaris.

b. Bukti din Pemegang Seham baru, dalam
bentuk :

1. Fotokopi Pendirian dan Perubahannya
dengan Pengesahan dar Menteri
Hulum HAM serta Fotokopi NPWP
bagi Badan Hukum Indonesia,

2. Fotokopi Kartu Penduduk ( KTP )
yang masih berlalku serta WWP hagi
perorang WNI.

3. Fotokopi Pasport yang masih berlaku
hagi perorang WHNA.

4, Fotokopi-Fotckopi pendirian dan
terjemahennya dalem Behasa
Indonesia atau Bahasa Inggris.

Sl

Pengajuan berkas permohonan di
loket pelayanan;

Pemeriksaan Berkas;
Pemeriksasn Lokeasi /Lapangan,
Proses surat [zin;

Penyeraban Surat [zin

Non Retribusi

3 hari kerja

Selama
Perisahasan
Berdiri




c. Kronologis penyertaan dalam  maodat
perserpan aAegjak pendirlan perusahasan
sampai dengan permchonan terakhir.

Rekomendasi dari  Instanai  Pemerintah

Terkait.

Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)

Permohonan ditandatangani diatas materai

cukup oleh Direksi Perusahaan dilenghapi

Surat Kumva bermaterai cukup untuk

pengurusan permohonan  yang  tdak

dilakukan secara langsung oleh Direksi

Perusahean.

[zin Usaha
Penggabungan/
Marger Penanaman
Modal

¢ Undang-undang Republik Indonesia Nomor
25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

¢ Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pelayanan
Terpadu Setu Pintu di Bidang Penanaman
Modal

¢ Peraluran Kepala Badan Koordinasi
Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009
Tentang Pedoman dan Tata cara
Permohonan Penanaman Modal

Laporan hasil pemeriksaan proyek yang

ditandatengeni oleh Tim Pelaksana LHP,

khusus bagi kegiatan wusaha yang

memeriukan fasilitas Bea Masuk atas Impor

Barang dan Bahan

Fotokopi Akta Pendirian den Pengesahan

Akta Perubshen dari Menteri Hukum dan

HAM

Fotokopi Pendaftaran Penanaman Modal /

Izin Prinsip Penenaman Modal / [zin Prinsip

Perluagan Penanamen Medal/  Surat

Persetujuan Penanaman Modal / Izin Usaha

dan / atau Surat Persetujuan Perluasan

Penanaman Modal / Izin Usaha Perluasan

yang dimilild

Fotokopi NFWP.

Bukti Penguasean / Penggunaan Tanah atas

namea Perusahaan :

a Fotokopi Sertifikat Hak Atas Tanah atau
Akta Jual Beli Tanah oleh PPAT

b. Fotokopi Perjanjian Sewa menyewa
Tanah.

Bukti Pengesahan / Penggunean Gedung /

Bangunan

8. Fotokopi lzin Mendirikan Bangunan.

b. Fotokopi Akta Jusl Beli/Perjanjian Sewa
Menyewa Gedung / Bangunan.

Fotokopi Ilzin Gangguan (UUG/HO) atau

Fotokopi Surat lzin Tempat Usaha {SITU)

Fotokopi Persetujuan / Pengesshan Analisis

mengenai Dampak Linglungan (AMDAL)

atau  Fotokopi  Persetujuan/pengesahan

Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungen

(UKL} dan Upaya Pemantaunen Lingkungan

(UPL)

[

A

Pengajuan berkas permcehonan di
loket pelayanan;

Pemeriksaan Berkas,
Pemeriksaan Lokasi /Lapangan;
Proses surat [zin;

Penyerahan Surat Izin

Non Retribusi

3 hari ketja

Selama,
Perusahaan
Berdiri




8. Persyaratan lain sebagaimana diatur dalam
peraturan Instanel teknis terkait den/atau
peraturan daerah setempat.

10, Permohonen ditandatangani diatas materai
cukup oleh Direks] Perisahaan.

11. Surat Kuasa bermaterai cukup untuk
pengurusan  permohonan  yeng  tidek
dilakukan secara langsung oleh Direksi
Perusghean

12. Kesepakatan seluruh Pemegang saham
masing-maeing Perusahpan baik perusahaan
yang meneruskan kegiatan  maupun
perusahaan yang mengegabung tentang
perserujuan  penggabungen perusahaan
dalam bentuk Akts Pernyatesn keputusan
RUPS.

13. Kesepakatan seluruh pemegang Saham

pernsahaan yaitu  perusahaan  yang

meneruskan

Kegiatan Perusahsan yang menggabung

tentang rencana Penggabungen Perusehaan

dalem bentuk Akta Merger yang telah
disetujui oleh Menteri Hukum dan HAM

Fotohopl Laporan Kegistan Penanaman

Model (LKPM) periode tierakkhir bagi

perusahasn yang meneruakan kegiatan

14

ussha.
Izin Usahe » Undang-undang Republik indonesia Nomor | 1. Fotokopi lzin Pensnaman Modal/Perluasan | 1. Pengajuan berkas permohonan di | Non Retribusi 3 hart kerja
Perubahan yang dimohonkan Perubshannys. loket pelayanan;
Penanaman Medal 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 2. Fotokopi Akta Pendirian den Perubshannya, | 2, Pemeriksann Berkas;
) ) dilengkapi dengan Pengesahan dari Menteri | 3. Pemeriksaan Lokasi /Lapangan;
e Peraturan Presiden Republik Indonesia Hukum dan HAM., 4, Proses surat [zin;
Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pelayanan | 3. Untuk Perubahan dibidang usaha dilengkapi | 5. Penyerahan Surat Izin
Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman dengan : .
Modal a. Ketgrangan .Rencana Kegiatan, _berupa
o uraian uraian proses produksi yang
mencantumkan jenis bahan bm dan
e Peraturan  Kepala Dadan  Koordinasi gf?gkaplll art dengan disgram
owchart.
$engnamanp2ﬂdodnr:l N°m3; 12 ?’:‘“" 2009 b. Rekomendesi dari Instansi Pemerintahan
entang oman n o law  cana Terkeit, bila dipersyaratkan,
Permohonan Penanamen Modal 4. Untuk Perubshan penyertaan dalam modal

persercan dilengkapi dengan !

a. Kesepakatan para pemegang saham
tentang perubshan penyertaan dalam
modal perseroan, dalam bentuk ;
Fotokopi  Risalah RUPS/Keputusan




Sirkulasi yang ditandatangani oleh
seluruh pemegang saham dan telsh
dicatat/didaftarkan oleh Notaris, atau
Fotokopi Pernyataan Keputusaan
Rapat/Berita Acara Rapat dalam bentuk
Aklta Notaris.

b. Bukti Diri Permnegang Saham Baruy, dalam
bentuk :

s Fotokopi  Akta  Pendirien dan
Perubahannya dengan pengesahan
dari Menteri Hukum dan HAM, serta
Fotokopi NFWP bagl Badan Hukum
Indonesia.

s Fotokopi Kartu Tanda Penduduk
{KTP) yang masih berlalu serta NFWP
bagi perorangan WNA.

¢ Fotokopi Fasport yang masih berlalon
bagi perorangan WINA

s Fotokopi Akta Pendiden dan
Terjemahannya dalem Bahasa
Indonesia atau Bahasa bagi Baden
Hukum Aging.

c. Kronologis pemyataan dalam maodal
perseroan scjak pendirian perusahesn
sampei dengan permohonarn terakhir

d. Fotokopi Laporan Kegiatan Penanaman
Modal (LKPM) periode teralchir.

e. permobonan ditandatangani diates
materai cnkup oleh direkel Perusahasn
dilenghkapi

{. Surat Kuasa bermaterai cukup untuk
pengurusan permohonan yang tidek
dilakukan secara langsung oleh Direkai
Perusahaan.

Izini Mendirikan
Bangunan {IMB)

Perda Nomor 13 Tahun 2011 tentang
Retribusi Izin Mendiriken Bangunan{IMB)

e R ol ol

Mengisi Formulir Permohonan;

Fotokopi KTP Pemohon

Pernyataan Pemohon;

Fotokopi Bukti Kepemilikan Tanah

Akta Pendirian perusshaan

Gambar perencanaan Bangunan(Site Flan)
Surat persetujuan tetanggn/lingkungan
Berita Acara Pemeriksaan,

Rekonmendasi Carnat.

NouewLh

Pengajuan berkas permohonan di
loket pelayanan;

Pemeriksaan Berkas;
Pemeriksaan Lokasi /Lapangan;
Penetapan biaya/Retribusi;
Pembayaran di kasgir

Proses surat Izin;

Penyerahan Surat Izin

SBesuai Perda
Nomor 13
Tahun 2011
tentang
Retribusi Izin
Mendirikan
Bangunan
(IMB)

12 hari kerja

Selamanya

R




SPPL) bagi usaha yang memilild dampak
lingkungan

[ 10 Surat Izin Tempat Peraturan Daerah Kabupaten Lampung | 1. Mengisi Formulir Permohonan; 1. Pengajuan berkas permohonan di | Sesuai 5-7 hari kezja 3 Tahun
Usaha (SITU) / Izin selatan Nomor 14 Tahun 2011 tentang | 2 Fotokopi KTP Pemohon loket pelayanan; Peraturan,
Gangguan (SITU- Retribusi Izin Gangguan 3. Permyataan Pemohon; 2. Pemeriksagn Berkas; Daerah
HO} 4. Akta Pendirian perusahaan 3. Pemeriksaan Lokasi /Lapangan; Kabupaten

5. Surat persetujuan tetangga/lingltungan 4. Penetapan biaya/Retribusi, Lampung
6. Berita Acara Pemeriksaan; 5. Pembayaran di kasir selatan
7. Rekomendasi Camat, 6. Proses surat Izin; Nomor 14
B. Dokumen lingkungan (AMDAI, UKL/UPL, 7. Penyerahan Surat [zin Tahun 2011
SPPL} bagi usaha yang memiliki dampek tentang
lingkungan Retribusi lzin
Gangguan
11 Merk Undang-Undeng Rebublik Indonesia Nomr 1.  Mengisi Formulir Permohonan; 1. Pengajuan berkas permohionan di |Non Retribusi | 5-7 hari kerja 3 Tahun
15 Tabun 2001 tentang Merk 2. Fotokapi KTP Pemohon loket pelayanan;
3. Pemyataan Pemohon; 2. Pemeriksaan Berkas;
4. Akta Pendirian perusahaan 3. Pemeriksaan Lokasi /Lapangan;
5. Surat persetujuan tetangga/lingkungan 4, Penetapan bigya/Retribusi;
6, Bernta Acara Pemeriksaan, 5, Pembayaran di kasir
7. Rekomendasi Camat. 6, Prases surat Izin;
8. Dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/ UPL, 7. Penyerahamn Surat Izin
SPPL) bagi usaha yang memiliki dampak
Linglungan
12 Surat Izin Usaha Peraturan Menteri Perdagangan Republik 1, Mengisi Formulir Permohonan; 1. Pengajuan berkas permochonan di |Non Retribusi 5-7 hari keria 3 Tahun
Perdagangan (SIUF) | Indonesia Nomor 39/M-DAG/PER/12/2011 | 2. Fotokopi KTP Pemohon; loket pelayanan;
tentang Perubahan Kedus Atas Peraturan 3. Fotokopi NPWF; 2. Pemeriksaan Betlkas;
Menteri Perdagengan Nomor 36 /M- 4. Permnyataan Pemohon; 3. Pemeriksaan Lokasi /Lapangan;
DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan 5. Akta Pendirian perusahaan 4. Proses surat Izn;
Surat izin Usaha Perdagangan. 6. Surat persetujuan tetangga/lingkungan 5. Penyerahan Surat Izin
7. DBerita Acara Perueriksaen;
, 8. Rekomendam Camat,
9. Dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL,
8PPL} bagi usaha yang memiliki dampeak
tingkungan _
13 | Tanda Daftar Undang — Urdang Republik Indonesia 1.  Mengisi Formulir Permohonan; 1. Pengajuan berkas permohonan di (Non Retribusi | 5-7 hari kerja 3 Tahiun
Perusahean (TDP) Nomor 3 tahun 1982 Tentang Wajib Daftar | 2. Fotokopi KTP Pemohon; loket pelayanarn;
Perusahaan 3. Fatokopi NPWE; 2. Pemeriksaan Berkas;
4. Pemyataan Pemohon; 3. Pemeriksaan Lokani /Lapangan;
5. Akta Pendirian perusahaan 4. Proses surat Izin;
6. Surat persetujuan tetangga/lingkungan 5. Penyerahan Surat lzin
7. DBerita Acara Pemeriksaan;
8. Rekomendasi Camat,
9. Dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL,




14 Izin Usaha Industri 1, Undang-Undang Nomor § Tahun 1984 | 1. Mengisi Formulir Permohonan; 1. Pengajuan berkas permohonan di {Non Retribusi [ 5-7 hari kerja 3 Tahun
{1un) Tentang Perindustrien, 2. Fotokopi XTP Pemohon; loket pelayanan;
2. Peraturan Pemerintgh No.17 Tahun | 3. Fotokopi NPWP, 2., Pemeriksaan Berkas;
1986 tentang Xewerangan | 4. Pernyataan Pemohon; 3. Pemerikasaan Lokasi /Lapangan;
pengaturan,pembinaan pengembangan | 5. Akta Pendirian perusahaan 4. Proses surat Izin;
Industri; 6.  Surat persetujuan tetangga/lingkungan 5. Penyerahan Surat [zin.
3. Peraturan Pemerintah No.13 Tahun | 7. Berita Acara Pemeriksaan;
1995 tentang lzin Usaha Industri; 8. Rekomendasi Camat,
4, Perda Xebupaten Lampung 3Selatan | 9 Dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL,
nomolr 12 Tahun 2001 tentang [zin SPPL) bagi usaha yang memilild dampak
Imdustri dan Izin Perdagangan. linglungan
15 | Tanda Daftar Perda Kabupaten lampung Selatan Namor | 1.  Mengiei Formulir Perrnohonan; 1. Penpajuan berkas permohonen di |Non Retribusi 5-7 hari kerja 3 Tahun
Industri (TDL) 12 Tabun 2001 tentang Izin Indusiri dan | 2. Fotokopi KTP Pemohon; loket pelayanan;
1zin Perdagangan. 3. Fotokopi NFWP; 2. Pemeriksaan Berkas;
4. Pernyataan Pemohan; 3. Pemeriksaan Lokesi /Lapangan;
5. Aleta Pendirian perusahaan 4. Proses surat Izin;
6. Surat persetujuan tetangga/lingkungan 5, Penyerahan Surat [zin.
7. Berita Acare Pemeriksaan;
8. Rekomendasi Camat;
9, Dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL,
SPPL) bagi usaha yang memilild dampek
Inglkungan
16 Tanda Dafiar 1. Keputusan Menperindag No.105/MPP- | 1. Mengisi Formulir Permohonan; 1. Pengejuan berkas permohonan di |Nan Retribusi 5-7 hari kerja 3 Tahun
gudang (TDIG) DAG/KEP/2/1998 tentang penatean | 2. Fotokopi KTP Pernohon; loket pelayanan;
dan Pembinasn Gudang; 3. Fotokopi NFWP, 2. Pemeriksasn Berkas;
2, Peraturan Menteri Perdagangan Ri | 4. Pemnyataan Pemohon; 3. Pemeriksaan Lokesi /Lapangan;
Nomor 16/M-DAG/PER/3/2006 | 5. Alta Pendirian perusahaan 4, Proses surat [zin;
. Tanggal 29-03-2006 tentang Penataan | 6. Surat persetujuan tetangga/lingkungan 3. Penyerahan Surat Izin.
! dan Pembinaan Pergudangan, 7. Berita Acara Pemerikeaan;
3. Perda Kabupaten Lampung Selatan | 8. Rekomendasi Camat;
Nomor 12 Tahun 2001 tentang Izin | 9. Dokumen lingkungan {(AMDAL, UKL/UPL,
Industri dan Izin Perdagangan. SPPL) begi usaha yang memiliki dampek
lingku
17 Surat Izin Usaha 1. Inpres No.?7 Tahun 1987 tentang | 1. Mengisi Formulir Permohonan; i. Pengajuan berkas permohonan di |Non Retribusi | 5-7 hari kerja 3 Tahun
Kepariwisataan Penyederhanaan Perizinan dan | 2, Fotokopi KTP Pemohon; Ioket pelayanan;
retribusi di hidang usaha Pariwisata; 3. Fotokopi NPWF, 2. Pemeriksaan Berkas;
4, Pernyataan Pemohon; 3. Pemeriksaan Lokasi /Lapangan;
2. Peraturan Menteri Kebudayasn dan | 5. Akta Pendirian perusahaan 4. Proses surat lzin;
Pariwisate Nemor | 6. Surat persetuyjuan tetangga /lingkungan 5. Penyerehan Surat Tzin.,
PM.91/HK.501/MKP/2010 tentang | 7. Berita Aeara Pemeriksnan;
Tata Cara Pendaftaran Usaeha | 8. Rekomendasi Camat;
Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan §| 9. Dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL,

Rekreasi

SPPL) bagi useha yeng memilild dampak
linglrungan




No.06 Tahun 2005 tentang
Pengelolahan Air Bawah tanah/Air
Permukaan;

Peratiiran Bupati Lampung Selatan
tenteng Perizinan Pemenfaaian Air
Bawah Tanah /Air Permukaan

SOBNOMA R

e

Fotokopi KTP Pemohon;

Fotokopi NFWE;

Pernyetaan Pemohon;

Rekpmendasi Teknis Instansi Terkait;

Alcta Pendirian peruaahaan

Surat persetijuan tetangga/lingkungan
Berita Acara Pemeriksann;

Rekomendagi Camat;

Dokumen lingkungan [AMDAL, UKL/UPL,
SPPL) bagi useha yang memilid dempek
lingkungen

b

loket pelayanan;

Pemeriksaan Berkas;
Pemeriksaan Loksasi /Lapangem;
Proses surat lzin;

Penyerahan Surat zin.

18 jzin Usaha Undang-Undeng Perikanan nomor 31 | 1. Mengisi Formulir Permohonas; 1. Pengajuan berkas permohonan di |Non Retribusi 5-7 hari kerja 3 Tahun
Perikanan {IUF) Tahun 2004; 2. Fotokopi KTP Pemohon, loket pelayanan,
Perda Kabupaten Lampung Selatan | 3. Fotokopi NPWP; 2. Pemeriksaan Berkas;
Namor 5 Tahun 2003 tentang Sumber | 4. Pernyatsan Pemohon; 3. Pemeriksasn Lokasi /Lapangan;
Daya Perikanan di Wilayah Kabupaten | 5. Akta Pendirian perusahaan 4, Prases surat lzin;
Lampung Selatan 6. Surat persetnjuan tetangga/linglungan 5. Penyerahan Surat Izin,
7. Berita Acara Pemerilcsaan;
B. Rekomendasi Camat;
S, Dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL,
8SPPL) bagl useha yang memilili dampak
linghungan
19 Izin Usaha Pusat Peraturan Presiden RI Nomor 112 | 3. Mengisi Formulir Permohonan; 1. Pengajuan berkas permohonan di |Non Retribusi 5-7 hari kezia 3 Tahun
Perbelanjaan {IUPP) Tahun 2007 tentang Penataan dan | 4. Fotokopi KTP Pemaohan; loket pelayanan;
Pembinaan Psar Traedisional, Pusat | 5. Fotokopi NPWP, 2. Pemeriksaan Berkas;
Perbelanjnan dan Toko Modern, 6. Pernyataan Pemahon; 3. Pemeriksaan Lokasi /Lapangan;
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor | 7. Akta Pendirian perusahaan 4. Proses surat Izin;
53/M-DAG/PER/12/2008 tentang | B. Surat persetujuan tetangga/linghungan 5. Penyerghan Surat 1zin,
Pedoman Penataan dan Pembinaan | 9. Benta Acara Pemeriksasn;
Pasar Tredisional, Pusat Perbelanjaan | 10. Rekmmendasi Cemat;
dan Toko Modern. 11. Dakumen lingkungan (AMDAL, UKL/UFL,
SPPL) bagi useha yang memilikxi dampak
. tinglungan
20 izin Usah Toko Peraturan Presiden RI Nomor 112 ( 1. Mengisi Formulir Permchonan; 1. Pengajuan berkas permohonan di |Non Retribusi 5-7 hari kerja 3 Tahun
Modern (UTM) Tehun 2007 tentang Penataan dan | 2.  Fotokopi KTF Pemohon; lpket pelayanan;
Pembirean Psar Tradisional, Pusat | 3. Fotokopi NPWP; 2. Pemeriksasn Berkas;
Perbelanjean dan Toko Modern. 4. Pernyatsan Pemchon; 3. Pemeriksaan Lokasi /Lapeangan;
\ Peraturan Menteri Perdagangan Nomor | 5. Akta Pendirian peruaghesn 4, Proees surat [zin;
i 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang | 6. Surat persetujuan tetangga/linghungan 5. Penyerghan Surat Izin.
Pedoman Penataan dan Pembinaan | 7. Berita Acara Pemeriksaan,
Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan | 8. Rekomendesi Camat;
dan Toko Modern. 9. Dokumen lingkungan AMDAL, UKL/UPL,
SPPL} bagi useha yang memilki dampak
| lingkungan
21 SIPA Perda Kabupaten Lampung Selatan Mengisi Formulir Permohonan; 1. Pengajuan berkas permohonan di |Non Retribusi | 5-7 hari kerja 3 Tahun




22 Izin usaha Jasa Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor | L. Mengisi Fermulir Permohonan, 1. Pengajuan berkas permohonan di {Non Retribusi 5-7 hari kerja 3 Tahun
konstruksi (SIUJK) 48 Tahun 2001 tanggel 1l juli 2001 [ 2. Fotokopi KTP Pemohon, loket pelayanan;
tentang Surat izin Usaha Jasa Konstruksi 3. Fotokopi NPWP; 2, Pemeriksean Berkas;
4. Pemyatasn Pemohon; 3. Pemeriksaan Lakasi /Lapangan; |
5. Akta Pendiiien pcrusahean 4, Proses surat Izin;
6. Surat persetijuan tetangga/lingkungan 5, Penyerghen Surat Izin.
7. Berita Acara Pemerikgaan;
8. Rekomendasi Camat;
9. Doktimen lingkungan {AMDAL, UKL/UPL,
SPPL) begi usaha yang memiliki dampalk [
linglkungan _
23 Izin Pemasangan 1. Perda Kabupaten Lampung Selatan | 1. Mengisi Formulir Permohonan; 1. Pengajuan berkas permohonan di |Non Retribusi 5-7 hari kerja 3 Tahun
Reklame No.18 Tahun 2006 tentang Perubahan | 2. Fotokopi KTP Pemochen; loket pelayanan;
Kedua Peraturan Daerah Kabupaten | 3. Fotokopi NPWP,; 2. Pemeriksaen Berkas;
Lampung Selatan Nomor 08 Tshun | 4. Pernyetnan Pemochon, 3. Pemcriksaan Lakasi /Lapangan;
2002 tentang Perubshan Pertama | 5. Bulkti Pembayaran Pejak dari Dipenda, 4. Proses surat [zin;
Peraturan Daerah Kabupaten Lampung | 6. Akta Pendirian perusahaan 5. Penyershan Surat Izin,
Selatan Nomor 05 Tahun 1998 tentang | 7. Surat persetujuan tetangga/lingkungan
Pajak Reklame; 8. Berita Aeara Pemeriksaan;
9, Rekomendasi Camat;
2. Keputusan Bupati Lampung Selatan | 10, Dokumen lingkungan [AMDAL, UKL/UPL,
Nomor 653/DIPENDA/HK-LS/2005 SPPL} bagi usaha yang memiliki dampak
tentang Pembentukan Tim Teknis lingkungan
Perizinan Reklame Kabupaten
Lampung Selatan ! ]
24 [zin Penimbunan Petrolium Opslag Ordonantie sth, 1927 No. | 1. Mengisi Formulir Peymchonan; 1. Pengajuan berkas permohonan di |Non Retribusi 5-7 hari kerja 3 Tahun
BEM 192 dan 200 Pasal 9 ayat (1) sampei 2. Fotokopi KTF Pemohon; loket pelayanan;
dengan (3) Jo SK Mendegr 3. Fotokopi NFWF,; 2. Pemeriksaan Berkas;
J No0.503.541.27.1133 dan Perda Nomor 2 4, Pernyataan Pemchon; 3. Pemeriksaan Lokesi /Lapangan;
Tahun 2005. 5. Akta Pendirian perusahean 4, Proses surat [zin;
6. Surai persetujuan tetangga/linglungan 5. Penyerahan Surat [zin.
7. Berita Aepra Pemeriksaan,
8. Rekomendasi Camat;
5. Dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL,
SPPL] bagi usaha vang memiliki dampek
B lingiaungan

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

RYCKO\MENOZA SZP
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